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Donggala
‘Gantung’
Aset Palu

PALU, MERCUSUAR- Aset Pemerintah
Kabupaten (Pemkab) Donggala yang
telah diserahkan pada Pemerintah Kota
(Pemkot) Palu terkesan ‘digantung’
Proses penyerahan tersebut telah ber-
langsung pada tahun 1994 silam, na-
mun hingga kini belum diikuti dengan
penyerahan surat-surat administrasi
kepemilikan kepada Pemkot, berupa -
gedung sekolah, puskesmas dan kantor
pemerintahan.

Wakil Ketua Komisi I DPRD
Provinsi (Deprov) Sulteng Ridwan
Yalidjama mengatakan saat ini, ada ~
beberapa asset yang belum diserah-
kan Pemkab Donggala dalam bentuk
dokumen kepemilikan ke Pemkot Palu.
Diantaranya, kantor DPRD Kota Paluy,
kantor Dinas Kesehatan di Jalan Datu
Adam, kantor BPKBN di Balaikota
Selatan. “Ini sudah digunakan Pemkot
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bertahun- tahun sedangkan suratnya
belum secara resmi- diserahkan Pemkab
Donggala,” kata Ridwan Yalidjama pada
pertemuan antaraKomisi, Il Deprov dengan
Pemkot Palu sekaitan data asset Donggala,
Senin (25/3) di kantor Walikota. Ridwan
mengatakan, berdasarkan pertemuan
antara pihak Deprov dengan Pemkab
Donggala sebelumnya. Status asset
tersebut tidak dipersoalkan lagi karena
sudah menjadi kekuasaan Pemkot Palu
yang telah diserahkan kewenangannya
oleh Pemkab Donggala.

Ridwan menyarankan kepada Walikota
Pali; Rusdy Mastura bersama jajarannya
segera menyurat ke Pemkab Donggala,
agar menyerahkan dokumen asset beserta
riwayat kepemilikan tanah sebelumnya.

“Ditargetkan permasalahan asset ini
dapat segera diselesaikan dalam waktu
tiga bulan ke depan melalui mediasi Deprov
Sulteng,” papar Ridwan.

Diakui Ridwan, sebagian besar bangunan
sekolah milik Pemkot yang telah diserahkan
Pemkab Donggala belum memiliki surat

legilitas kepemilikan, sebab kemungkinan
masih tersimpan pada Pemkab Donggala.
Sementara aset yang belum diserahkan

Pemkab Donggala, diantaranya tiga

gedung perkantoran yang terletak di Jalan
Pattimura. “Total yang belum diserahkan
sebanyak 7 bangunan, termastuk 17 petak
pertokoan di Jalan Gajah Mada, Dinas
Kehutanan di depan Manggala Sakti
Korem, dan kompleks gedung DPRD
Kota palu beserta bangunari -disamping
mesjid tersebut,” ujar mantan Ketua DPRD
Kabupaten Donggala itu.

Masih menurut Ridwan, sebelumnya
telah terjadi kesepakatan awal antara
Walikota Palu dengan Bupati Donggala
pada tahun 2008, namun belum ditindak
lanjuti secara surat-surat penyerahan pada
wakiu itu. Dan lamanya proses penyerahan
akibat proses administrasi yang agak
lambat pada kedua pemerintah tersebut.

Terpisah, Kepala DPPKAD Kabupaten
Donggala, Hasan Basri di kantornya, Senin
(25/3) mengatakan bahwa seluruh aset
Pemkab Donggala yang terkait dengan

pelayanan umum seperti pendidikan dan
kesehatan yang berada di Kota Palu,
telah lama diserahkan, sejak ibukota
Kabupaten Donggala pindah ke Banawa.
Sehingga, tidak ada lagi persoalan yang
berkaitan dengan Pemkab Donggala, jika
banyak sekolah di Kota Palu yang belum
menmiliki sertifikat tanah. “Semua aset yang
menyangkut kepentingan umum sudah
lama diserahkan, karena itu merupakan
syarat yang harus dilaksanakan,” ujar
calon Sekkab Donggala itu. Namun ia
menjelaskan bahwa terkait dengan sejum
lah aset tanah dan bangunan bekas kantor
SKPD Pemkab Donggala, tidak seluruhnya
diserahkan begitu saja ke Pemkot Palu,
karena hal itu merupakan masih murni
aset dari Pemka®: Donggala. Terlebih lagi,
seluruh aset Pemkab Donggala di Kota Palu
sudah memiliki sertifikat. Sehingga, jika
ingin dipindahtangankan ke pihak manapun,
harus melalui mekanisme pembahasan di
DPRD Kabupaten Donggala. “Kalau untuk
aset bekas kantor, masih kita pertahankan,”
ujarnya singkat. ABS/HID




